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D ana Transportasi Dewan
Sisakan Masalah ,,/

Mangupura (Bali Post) -

Sekretaris DPRD Badung I Ny-
oman Predangga mengatakan, 37
anggota dewan telah mengembali-
kan kendaraan dinas. Dikatakan,
mobil dinas (mobdin) dikembali-
kan kepada Bagian Aset, kecuali
Kettra DPRD dan kedua wakilnva
masih memanfaatkan kendaraan
tersebut. "Semua (anggota dewan
- red) sudah mengembalikan mobil
sesuai deugan PP Nomor 18 Tahun
2017. Terkait tenaga sopir sedang
kami ajukan ke timur (eksekutif
- red)," kata Predangga, Selasa
(3/10) kemarin.

Predangga berharap seluruh
tenaga sopir tetap diberdayakan,
sehingga tidak -"tt165 r lkan pen-
gangguran. Terlebih, mereka telah
bekerja selama bertahun-tahun
dalam melayani para legislator.

:{alrybisar -jtr&" (sopir red)

bupati - red)," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Ba-

dung Putu Parwata membenarkan
jika sejumlah anggotanya telah
mengembalikan mobil dinasnya.
Dikatakan, pengembalian mobil
dinas itu merujuk PP Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuan-
gan dan Administratif Anggota
DPRD.

Sementara itu, anggota DPRD
Badung Nyoman Satria mengaku
paling pertama mengembalikan
mobil dinas. "Ini sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Jadi, harus mensi-
kuti atwan itu. Meskipun Pergub
tentang penjabaran PP Nomor
18 Tahun 2017 belum turun,
kami sebagi anggota dewan sudah
mempersiapkan diri," tegasnya.
(kmbz7)

- Penerapan Peraturan Peme$Irlah-(PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangandan Administratif Anggota DPRD di Kabupaten Badung menyisatai -"""i"h baru.Pasalnya,,peraturan yang m-engganti mobil dinas dewin e;&;; d";a-lr"nspo"tr"i
berdampak pada pemutusan hu6ungan kerja (pHK) puluhan teiaga t"rrt""tl

masih dipakai. Kasihan sudah
Iama juga kita ajak," katanya
penuh harap.

Mengenai besa:nn dana trans-
portasi yang akan diterima para
anggota dewan, Predangga men-
gaku masih menunggu peraturan
bupati (perbup). Berdasarkan in-
formasi yang beredar, pa:a anggota
akan menerima uang tunjangan
transportasi sebesar Rp 32 juta
per orang.

Lantas, apakah Peraturan Gu-
bernur @ergub) terkait PP Nomor
18 Tahun 2017 sebagai rujukan
pembuatan perbup telah rampung?
Menjawan pertanyaan itu, Predan-
gga mengaku behrm. "Sekarang be-
lum dapat tunjangan. Kami masih
menuggu pergub sebagai acuan.
Kalau pergub sudah turun, segera
akan dibuatkan perbup (peratu:an

MOBIL DINAS - Puluhan mobil dinas yang sebelurnnyo d,i-
gunahan pora wohil rakyat d,iparkir d.i oreal parkir Gedung
DPRD Kobupaten Bod.ung, Selo,sa (il10) hemarin.
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Satu Tersangka Kasus
Tukad Mati Ditahan

Denpasar (Bali Post) -
_ S-atu dari tiga tersangka kasus duga,e;;;;g*;[i*iiitrdr;;Dt.;a;ililfift 

if ffi fdi$3#J#t$ff**ln-i"1;tersangka berperan sebagai pejabat p_er"k""oi r"IoiJ-ii"si"tan (pprK). Diaditahan senin (2fl0, petang.."rf *"o1"r"rip"-"rlk;;;; li xela"i Denpasar.
- Informasi Selasa (B/10)
kemarin menyebutkan, ter-
sangka melalui kuasa hu_kum-
nya mengajukan permohonan
penangguhan penahanan.
Namun pihak kejaksaan be-
tum merespons pengajuan
tersebut. Yang menarik, pas-
cadilakukan penahanan,-WS
kini rnenyeret atasannya
yang konon tokoh sentral
dalam pembangunan send-

eran Tukad Mati. Bahkan
orang tersebut sudah pernah
diperiksa sebasai saksi dl
kejaksaan. Dalam kasus ini.
penyidik kejaksaan menetap-
kan -tiga orang tersangka.
Dua lainnya adalah St selaku
rekanan dan GD salah satu
pejabat Badung atau ppK
yang diduga ikut terlibat da-
lam kasus tersebut. Namun
keduanya belum ditahan. In-

formasi yang diterima, penah-
anan pasti dilakukan. namun
menyusul sambil menunggu
belEas tersangka rampung.

Kepala Seksi pldana
Khusus (Kasi Pidsus) Kejari
Denpasar Tri Syahru Wira
Kosadha didampinei Kasi
Intel IGNA Kuiumayasa
Diputra menyatakan, sesuai
ac_ara pidana pasal 54 dinya-
takan bahwa ada dua alasan

penahanan yakni objektil dan
subjektif. Di mana, menurut
Syahru Kosadha, dikhawat-
irkan tersangka melarikan
diri. menghilangkan alat
bukti serta mengulangi per-
buatannva.

Terkiit belum adanya
kerugian menurut hitunean
dari BPKP. Syahru Kosadha
mengatakan bahwa dari hi-
tungan ahli, sudah ditemukan
3{a1va kerugian negara. Se-
larn rtu. penetapan tersangka
yang sudah cukup lama.

"Penahanan ini dilakukan
untuk mempercepat proses
pemberkasan sambil menrurggu

hasil penghitungan dari BPKP, "
tandas Syahru Kosadha.

Menurut Kasi Pidsus.
pihaknya sudah beberapa kali
mendatangi BPKP terkait
perhitungan kerugian negara
proyek pembangunan send-
eran Tukad Mati.

Ditanya kerugian negara
Tenurut hitung-hitungan
ahli teknis, Syahru Kosadha
mengatakan sekitar Rp 700
juta. "Kerugian sekitar Rp
700 juta dari proyek senilai
Rp 2,2 miliar. Tetapi tidak
tertutup kemungkinan, keru-
giannya akan lebih dari itu,"
jelasnya. (kmb37)

Edisi

Hal

i gobu ,A

.7
OY\obpr 9O\?



Sub Bagian Humas clarr Tata Usaha BPK ltl Ferwakilan Fr ovinsi Bali

W Bal { H}uts I
{1n

,,r:!.irit,i.w

gan-_N-e_gara yang ditetaptan daiam
IP:rMN ZOLS-ZOtS sebesir 3,88.
Hal. 19
Penguatan Pemerintah

Penguatan Pemerintah

selisih bunga.

jika laporan. hasil_ pemer-JrKa raporan nasrl pemer_
iksaannya ditindakianjuti
oleh entitas yang diperiksa.
"BPK berharap IHPS I Ta-"BPK berhaiap I Ta-
hun 2017 dapat menjadi
acuan perbaikan pengelo-
laan keuangan negara pada
semester berikutnya untuk
memperkuat upaya pengelo-
raan Keuangan negara yang
transparan dan akuntabel
sehingga mencapai tujuan
negara," katanya. (kmb4)

Sementara hasil pemer-
iksaan dengan tujuin ter-
tentu yang perlu diperha-
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IHPS | 2017 Diserahkan

Seluruh Daerah di Bali Dapat WTp

masalahan karena ketidakpatuhan
tela.h m. engakibatkan kerucrd, 

"d"l;senilaj Rp 1,81 triliun, sed"angka;po-
tensi kerugiannya mencapai"Rp +iS-S
f,rln un. serta kekurangan penerimaan
senrlar_Hp 18.44 triliun. .'pada 

saat
pe-m-eriksaan, entitas yang diperiksa
telah menindaklanjuii d;"t;; ;;:nyerahkan aset atau menyetor ke
kas negara/daerah Rp b09.6i "iifi;;terang Moermahadi.

Menurut Moermahadi. untuk per-
masalahan karena ketidakhema[an,
ketidakefisienan. dan k"tid;k;f"k;i:
tan senilai Rp 2,25 triliun.

IHPS I Tahun 2017 ini. dijelaskan-
nya. merupakan ringkasan'dari 6gZLaporan Hasil Pemeriksaan lLHp)yan_g_terdiri atas 645 LHp keuanean.
9 LHP kinerja, dan 38 LHp denea;i;_
;uan tertentu. Terkait dengan Laporan

Berbeda Laporan Keuan-
gan Pemerintah Daerah
(!l!P-D)' .qpaian opini pada
LKPD telah melampaui tar-
get kinerja keuanian dae-
rah bidang penguitan tata
kelola pemerintah daerah/
program peningkatan kapa-
srtas keuangan pemerintah
{a-era! yang ditetapkan
dalam RPJMN 2OL5-2Otg.

"Pemerintah provinsi
$e-ngan opini WTP sejum-
lah 91% dari target 6b%,
pemerintah kabupaten se-jumlah 66% daii target
600/o, d.an pemerintah kota
sejumlah 77Yo d,ari target
650/o," kata Moermahadi.

Hasil pemeriksaan kin-
erja yang signifikan antara
lain pemeriksaan atas keg-
iatan niaga dan transpor-
tasi gas, pemasaran luar
negeri dan pemeliharaan
pesawat, dan pengelolaan
KPR Sejahtera dan subsidi
selisih angsuran/subsidi

Jakarta (Bali Post) -
_ Ketua BPK Moermahadi Soeria
Djanegara menyerahkan Ikhtisir
Hasil Pemeriksain Semester (IHPS)
!Tqhy" 2012 dalam rapat paripurna
DPR di Kompleks parlemen, Seruvurr.
J_akarta. Selasa (B/10) kemarin. bari
IHPS I 20tZ tersebut diketahui selu_
ruh daerah di Bali memperoleh onini
Wajar Tanpa Pengecualian f WTFi.----
_ uala,m r,apat tersebut. Badan
remenksa Keuangan Republik In_
donesia.(BPK RIt menyebutkan,
menemukan 14.gg7 permasalahan
yang berpotensi merugikan negara Rp
z /,.Jy rrulun. selumlah permasalahan
tersebut meliputi kelemahan sistem
peng_endalian intern (SpI), ketidak-
patuhan terhadap ketentuan pera_
turan perundang-undangan senilai
Rp 25.14 triliun. Dari jumlah itu. per-

tikan adalah perhitungan
b3si hasil migis. BpK ia-
srh menemukan biaya-biaya
yang tidak semestinya di-
bebankan dalam cost re-
co.uery u-ntuk bagi hasil
mrgas tahun 20lb sebesar
US$956,04 juta atau ekuiv-
alen Rp 12,73 triliun.

BPK telah memantau
463.7 15 rekomendasi ha-sil pemeriksaan senilai
Rp 285,23 triliun. Dari
jumlah itu, yang telah ses-
uai dengan rekomendasi
adalah 320.136 rekomen-
da_si (69,0%) senilai Rp
132,16 triliun.

Moermahadi menambah-
kan, efektivitas hasil pemer-
iksaan BPK akan tercapai

Keuangan Pemerintah pusat (LKpp)
Tahun 2016. telah memperot"'t, opi.ri
Wajar Tanpa pengecualia; i*ipi' ^'^

,, Sebanyak Z4 T,aporan Keuangan
Aem€nterran lembaga (LKKL) mem_
peroleh oplni WTp (94%). capaian ini
mutar mendekati target Sasaran pokok
t embangunan Tata Kelola dan Refor_
m^as^i Birokrasi sampai au"gu" lut""
2O19 sebesar 9be6,. ! LKKL-;;;;;:
oleh opini Wajar Denga" p;G;;t;;
(97-o). dan 6 LKKL memperoleh opini
Ti{* Mq"yatakan pu"arpui- d","t.rnqeKs oprnr a_tas_capaian tingkat per-
olehan opini WTp pada pemerikslan
tahun 2017 adalah 8.70. masih di
bawah target bidang Reforri".l i""."- ]

Moermahadi Soerj a Dj anegara


